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Thei commoni crimei isi thefti withi variousi typesi thati arei backedi upi becausei ofi thei 
unfulfilledi needsi ofi life.i Thefti crimesi withi thei circumcisioni isi ai normali thefti ini itsi 
implementationi accompaniedi byi certaini incriminatedi circumstances,i fori examplei isi donei 
byi Alliedi twoi ori morei actorsi andi performedi ati night.i Thei problemsi examinedi werei howi 
thei enforcementi andi implementationi ofi criminali sanctionsi fori TNIi soldiersi whoi committedi 
criminali actsi withi thei exposurei ini thei studyi ofi thei Decreei No.i 85-K/PM.i II-
09/AD/VII/2018.  Thei researchi methodsi usedi arei asi follows,i thei specificationi ofi thisi 
researchi usingi analyticali Deskriftifi isi byi researchi methodi byi providingi thei datai andi 
factsi ofi primary,i secondaryi andi tertiaryi legali materials.i Thei methodi ofi approachi usedi isi 
thei normativei juridicali whichi focusesi oni thei researchi oni legali norms,i legali rulesi 
whereasi fieldi studiesi arei usedi toi obtaini primaryi datai obtainedi fromi agenciesi withi 
problemsi Research.. Thei researchi methodsi usedi arei asi follows,i thei specificationi ofi thisi 
researchi usingi analyticali Deskriftifi isi byi researchi methodi byi providingi thei datai andi 
factsi ofi primary,i secondaryi andi tertiaryi legali materials.i Thei methodi ofi approachi usedi isi 
thei normativei juridicali whichi focusesi oni thei researchi oni legali norms,i legali rulesi 
whereasi fieldi studiesi arei usedi toi obtaini primaryi datai obtainedi fromi agenciesi withi 
problemsi Research. 




Kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian dengan berbagai jenis yang 
dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan merupakan pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu 
yang memberatkan, misalnya dilakukan dengan bersekutu dua atau lebih pelaku dan dilakukan 
pada malam hari. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana penegakan dan penerapan sanksi 
pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dengan pemberatan dalam studi putusan 
Nomor 85-K/PM.II-09/AD/VII/2018. Metode penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut, 
spesifikasi penelitian ini menggunakan Deskriftif Analitis yaitu dengan metode p enelitian dengan 
cara memberikan data-data dan fakta bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode 
pendekatan yang digunakan yaitu secara yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian 
terhadap norma-norma hukum, kaidah hukum sedangkan studi lapangan digunakan untuk 
memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi dengan masalah penelitian. Putusani Perkarai 
Nomori 85-K/PM.II-09/AD/VII/2018i yaitui tentangi tindaki pidanai pencuriani dengani 
pemberatani yangi dilakukani seorangi militeri dani temani sipili lainnya.i Peraturani Mahkamahi 
Agungi Nomori 2i Tahuni 2012i tidaki hanyai bersinggungani dengani Kitabi Undang-Undangi 
Hukumi Pidanai saja,i melainkani bersinggungani jugai dengani Pasali 205i Kitabi Undang-
Undangi Hukumi Acarai Pidana,i dalami kasusi tersebuti hakimi menjatuhkani pidanai bersyarati 
yaitui Pidanai Penjarai selamai 4i (empat)i bulani dengani masai percobaani 6i (enam)i bulan. 
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Kejahatani pencuriani yangi tidaki hanyai dilakukani dii kotai besari sajai tetapii 
sampaii kepelosoki daerah.i Salahi satui bentuki kejahatani yangi seringi terjadii adalahi 
pencuriani dengani berbagaii jenisi yangi dilatarbelakangii karenai kebutuhani hidupi yangi 
tidaki tercukupi. Terlebihi lagii tidaki hanyai dilakukani wargai sipili namuni prajuriti 
Tentarai Nasionali Indonesiai (TNI).i Secarai ideali kalangani TNI-lahi senantiasai 
diharapkani menjadii panutani bagii masyarakati yangi lain.i TNIi dalami kapasitasnyai 
sebagaii aparati Negarai haruslahi menjadii panutani masyarakati sehinggai hubungani 
dengani rakyati tetapi terjalini baik,i hali inii berartii bahwai citrai TNIi perlui dijagai 
khususnyai olehi prajuriti TNIi itui sendiri.i Tentarai Nasionali Indonesiai sangati besari 
untuki mengawali dani menyelamatkani bangsai dani negarai TNIi merupakani suatui 
instansii yangi mempunyaii tingkati kedisiplinani yangi tinggi,i karenai memangi fungsii 
dani tugasi darii inii cukupi berat. 
Persamaani kedudukani dalami hukumi dani pemerintahani tersebuti dapati 
mencakupi dalami kehidupani bermasyarakati yaitui terhadapi siapai yangi melanggari 
hukumi ataui pemerintahani yangi berlaku,i pastii akani mendapatkani sanksii yangi sesuaii 
dengani berati ringannyai pelanggarani hukumi itu. Dii Indonesiai sebagaii Negarai hukumi 
didasarkani padai konsepi hukumi pancasilai yangi menjadii landasani konsepi dani dasari 
kebijakani hukum.i Teorii negarai hukumi merupakani konsekuensii darii pilihani asasi 
bangsai Indonesiai atasi hukumi sebagaimanai yangi tersirati dalami jiwai falsafahi bangsai 
Indonesiai dani UUDi 1945i tentangi tujuani negarai hukumi Indonesia.i Identitasi negarai 
hukumi Indonesiai bersumberi darii nilai-nilaii pancasilai sebagaii falsafahi hidupi 
berbangsai dani bernegarai rakyati Indonesia. 
Pasali 1i Babi Ii Undang-Undangi Nomori 25i Tahuni 2014i tentangi Hukumi 
Disiplini Militeri menyebutkani Militeri adalahi anggotai kekuatani angkatani perangi suatui 
negarai yangi diaturi berdasarkani ketentuani peraturani perundang-undangan. Hukumi 
tidaki memandangi siapai itui pejabat,i rakyati biasa/aparati pertahanani keamanani dani 
penegaki hukumi dii Indonesia,i jikai melanggari hukumi akani mendapatkani sanksii 
sesuaii dengani perbuatani yangi dilakukan. Dibentuknyai lembagai peradilani militeri tidaki 
laini untuki menindaki parai prajuriti TNIi yangi melakukani tindaki pidana,i menjadikani 
salahi satui alati kontroli dalami menjalankani tugasnya.i Sehinggai dapati membentuki dani 
membinai TNIi yangi kuat,i profesionali dani taati hukumi .i TNIi terdirii darii 3i yaitui 
TNIi terdirii darii tigai angkatani bersenjatai yaitui TNIi Angkatani Darat,i Angkatani Lauti 
dani Angkatani Udara.i Salahi satui contohi kasusi mengenaii pencuriani dengani 
pemberatani yangi dilakukani olehi prajuriti TNIi dani sipili sesuaii dengani Putusani 
Pengadilani Militeri II-09i Bandungi Nomori 85-K/PM.II-09/AD/VII/2018. 
Berdasarkani latari belakangi yangi dikemukakani diatasi makai dapati disimpulkani 
rumusani masalahi sebagaii berikut, Bagaimana penegakani hukumi terhadapi Prajuriti 
Tentarai Nasionali Indonesiai yangi melakukani pencuriani dengani pemberatan serta 
Bagaimanai penerapani sanksii pidanai bagii Prajuriti Tentarai Nasionali Indonesiai yangi 
melakukani tindaki pidanai dengani pemberatani studii kasusi putusani No.85-K/PM.II-
09/AD/VII/2018i dii Pengadilani Militeri II-09i Bandung? 
 
METODEi PENELITIANi 
Metodei penelitiani yangi digunakani yaitui sebagaii berikut,i spesifikasii penelitiani 
inii menggunakani Deskriptifi Analitisi yaitui dengani metodei penelitiani dengani carai 
memberikani data-datai dani faktai bahani hukumi primer,i sekunderi dani tersier.i Metodei 
pendekatani yangi digunakani yaitui secarai yuridisi normatifi yangi menitikberatkani padai 
penelitiani terhadapi norma-normai hukum,i kaidahi hukumi sedangkani studii lapangani 
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1. Penegakani Hukumi Terhadapi Prajuriti Tentarai Nasionali Indonesiai Yangi 
Melakukani Pencuriani dengani Pemberatani  
 
Seorangi Prajuriti Tentarai Nasionali Indonesiai berkedudukani samai 
sepertii masyarakati umumi ataui sipili lainnya,i artinyai apabilai Prajuriti TNIi 
melakukani pelanggarani ataui melakukani tindaki pidanai makai Prajuriti tersebuti 
akani mendapatkani sanksii sebagaimanai yangi diaturi dalami Undang-Undangi 
Dasari 1945i Pasali 28i Di ayati 1i yaitu:i “Setiapi orangi berhaki atasi pengakuan,i 
jaminan,i perlindungan,i dani kepastiani hukumi yangi adili sertai perlakuani yangi 
samai dii hadapani hukum”. Bahkani sanksii terhadapi pelakui pelanggarani ataui 
tindaki pidanai bagii prajuriti TNIi akani dirasakani lebihi berati daripadai 
masyarakati umumi ataui sipil,i hali inii disebabkani bahwai seorangi prajuriti TNIi 
seyogyanyai mengertii akani aturan-aturan,i norma-normai yangi telahi mengikati 
kepadai jatii dirinyai sebagaii Prajuriti TNI. 
Perkarai Sertui Wahyudii nomori Putusani 85/K/PM.09-AD/VII/208i inii 
merupakani tindaki pidanai campurani ataui yangi biasai disebuti dalami KUHPi 
adalahi koneksitas.i  Menuruti Pasali 89i KUHPi pengertiani koneksitasi adalahi 
sebagaii berikut: 
 
“Tindaki pidanai yangi dilakukani bersama-samai olehi merekai yangi 
termasuki lingkungani peradilani umumi dani lingkungani peradilani 
milliter,i diperiksai dani diadilii olehi pengadilani dalami lingkungani 
peradilani umumi kecualii jikai menuruti keputusani Menterii Pertahanani 
dani Keamanani dengani persetujuani Menterii Kehakimani perkarai itui 
harusi diperiksai dani diadilii olehi pengadilani dalami lingkungani 
peradilani militer” 
 
Masalahi mengenaii koneksitasi diaturi padai Pasali 89i sampaii dengani 
Pasali 94i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Pidana.i Namuni sejaki tahuni 2000,i 
koneksitasi sudahi tidaki dipakaii lagii dii Indonesia.i Dikarenakani alasani prosesi 
yangi lama,i mengeluarkani biayai tidaki sedikiti yangi sangati bertentangani 
dengani asasi peradilani cepati sederhanai dani biayai yangi ringan. 
 
2. Penerapani Sanksii Pidanai bagii Prajuriti Tentarai Nasionali Indonesiai yangi 
Melakukani Tindaki Pidanai Pencuriani dengani Pemberatani Studii Kasusi 
Putusani Nomori 85-K/PM.09/AD/VII/2018i dii Pengadilani Militeri II-09i 
Bandung. 
 
Perkarai Sertui Wahyudii nomori Putusani 85/K/PM.09-AD/VII/208i 
tertanggali 23i Oktoberi 2018i bahwai yangi melakukani tindaki pidanai pencurian,i 
dimanai pencuriani dilakukani duai orangi ataui lebihi dengani carai bersekutui 
bersama-samai dengani orangi umumi ataui sipil.i Terdakwai Sertui Wahyudini 
setelahi iai menyerahkani dirii kei Datimi Inteli Koremi 03/Sgji kemudiani ditindaki 
lanjutii dani langsungi dii BAPi selanjutnyai Denpomi III/03i Cireboni melengkapii 
BAPi dengani memeriksai parai saksii dani tersangka,i setelahi lengkapi berkasi 
dilimpahkani kei Oditurati Militeri II-08i Bandungi darii oditurati Militeri II-09i 
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Bandung,i kemudiani disidangkani dii Kodimi 0620i i Sunani Gunungi Jatii 
Cirebon. Unsur-unsurnyai yangi didakwakani yaitui sebagaii berikut; 
a. Unsuri kesatui adalahi pencurian 
 
Bahwai “pencurian”i dengani tindaki pidanai pencuriani dengani unsuri 
pemberatani mempunyaii artii yangi samai dengani pencuriani dalami bentuki 
pokok,i akani tetapii pencuriani yangi ditambahi unsuri laini yangi telahi 
tercantumi Pasali 363i KUHPi yangi bersifati memberatkani pelaku,i sehinggai 
ancamani pidananyai lebihi berati darii pidanai pencuriani dalami bentuki 
pokok. 
Unsuri kei 1a :i barangi siapa 
Unsuri kei 1bi  :i mengambili barangi sesuatu 
Unsuri kei 1c :i yangi seluruhnyai ataui sebagiani miliki orangi lain 
Unsuri kei 1d :i dengani maksudi untuki dimilikii secarai melawan hokum 
 
b. Unsuri kedua,i yangi dilakukani olehi duai orangi ataui lebihi dengani 
bersekutu. 
 
Yangi dimaksudi dengani dilakukani olehi duai orangi ataui lebihi dengani 
bersekutui yaitui perbuatani tersebuti dilakukani olehi minimali 2i (dua)i orangi 
ataui lebih.i Bersekutui dalami hali inii tidaki diisyarakatkani diantarai merekai 
jauhi sebelumi tindakani tersebuti terjadi,i yangi pentingi bahwai padai saati 
tindakani dilakukani sudahi adai salingi pengertiani diantarai mereka,i kendatii 
tidaki terperinci,i lalui selanjutnyai bekerjai samai makai kerjai sama/bersekutui 
tersebuti telahi terjadi.i Dalami hali inii pencuriani dilakukani olehi Prajuriti 
TNii dani 3i orangi temani sipil. Setelahi diperiksa,i diadilii dani diputusi 
ternyatai terdakwai dani temani sipili lainnyai mengambili lempengani besii 
perahui yangi sudahi lamai tidaki bertuan.i Perani Terdakwai adalahi 
menyediakani mobili truki Engkeli Mitsubishii Nopoli Ei 8503i B,i 
mengangkuti potongani lempengani besii yangi telahi dipotong-potongi olehi 
Saksi-1i (Sdr.i Nanai Suryana)i dani Saksi-4i (Sdr.i Sudirman)i adalahi 
Terdakwai dengani Saksi-3i (Sdr.i Yuyui Wahyudiana).i Lempengani yangi 
diambili lakui terjuali ditaksiri beratnyai kurangi lebihi 5i kwintali dani 
diperkirakani hargai perkilonyai sejumlahi Rpi 2.500,00i (duai ribui limai ratusi 
rupiah),i apabilai terjuali diperkirakani hargai seluruhnyai kurangi lebihi 
sejumlahi Rpi 1.250.000,00i (satui jutai duai ratusi limai puluhi ribui rupiah). 
Penyidikani dalami perkarai inii hanyai dilakukani saati itui masihi 
statusnyai sebagaii Tersangkai yaiui Sertui Wahyudini dani sampaii 
disidangkani dani diputusi pidanai bersyarat,i sedangkani kepadai parai pelakui 
tindaki pidanai laini yangi masyarakati umumi ataui sipili tidaki dilakukani 
penyelidikani dani penyidikani dengani alasani yangi diambili yaitui barangi 
berupai lempengani besii perahui yangi sudahi lamai tidaki bertuani (tidaki adai 
pemiliknya)i jugai nilaii yangi dicurii tidaki melebihii sejumlahi Rpi 
2.500.000,000i (duai jutai limai ratusi ribui rupiah)i karenai berpatoki kepadai 
Peraturani Mahkamahi Agungi Republiki Indonesiai Nomori 02i Tahuni 2012i 
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Setelahi Majelisi mempertimbangkani dalami hal-hali yangi 
meringankani dani memberatkani sifat,i hakekat,i akibati maupuni hal-hali 
yangi mempengaruhii perbuatannya,i makai memidanai Terdakwai Sertui 
Wahyudini dengani pidanai bersyarakati yaitui Pidanai Penjarai selamai 4i 
(empat)i bulani dengani masai percobaani 6i (enam)i bulan.i Dengani perintahi 
pidanai tersebuti tidaki usahi dijalani,i kecualii jikai dii kemudiani harii adai 
putusani Pengadilani yangi menentukani laini karenai terpidanai melakukani 
kejahatani ataui pelanggarani Disiplini Prajuriti TNI,i sebagaimanai tercantumi 
dalami Pasali 8i Undang-Undangi Republiki Indonesiai Nomori 25i Tahuni 
2014i tentangi Hukumi Disiplini Militer,i sebelumi masai percobaani tersebuti 
habis. 
Pidanai bersyarati tersebuti dengani alasani demii kepentingani Militeri 
karenai tenagai dani pikirani terdakwai sangati diperlukani dii kesatuani tempati 
terdakwai berdinasi dibandingkani terdakwai menjalanii pidanai dii Lembagai 
Pemasyarakatani Militeri (LEMASMIL)i agari tenagai Terpidanai dapati 
dimanfaatkani dii Kesatuan. Penulisi beranggapani bahwai penerapani sanksii 
pidanai yangi dijatuhkani olehi Pengadilani Militeri terhadapi terpidanai 
wahyudini sangati tidaki sesuai,i dengani alasani yaitui : 
a. Terpidanai adalahi seorangi prajuriti TNIi yangi mengertii akani 
peraturan-peraturani yangi berlakui dani norma-normai yangi melekati 
kepadai dirinya,i sehinggai seyogyanyai dijatuhii hukumani yangi lebihi 
berat.  
b. Tindaki Pidanai yangi dilakukani olehi terpidanai merupakani tindaki 
pidanai pencuriani dengani pemberatani dengani dilakukani olehi tigai 
orangi dani 1i orangi prajuriti militeri (Pasali 362i joi 363i ayati (1)i 
angkai 4i KUHP). 
c. Tuntutani odituri militeri dirasai tidaki sesuaii dengani rasai keadilan,i 
dikarenakani tuntutani yangi diajukani kepadai hakimi pengadilani 
militeri hanyai empati bulani penjara,i padahali Pasali 140i Kitabi 
Undang-Undangi Hukumi Pidanai Militeri menyebutkani ancamani 
tindaki pidanai pencuriani yangi dilakukani olehi seorangi anggotai 
militeri adalahi tujuhi tahun.i  
d. Mengingati terpidanai adalahi seorangi militeri makai sekiranyai sanksi-
sanksii pidanai yangi dicantumkani didalami Kitabi Undang-Undangi 
Hukumi Pidanai kurangi berati makai dapati ditambahi sepertigai (Pasali 
52i Kitabi Undang-undangi Hukumi Pidana). 
e. Peraturani Mahkamahi Agungi RIi Nomori 2i Tahuni 2012i seharusnyai 
tidaki diberlakukani terhadapi sii terpidana,i dikarenakani ancamani 
pidanai yangi diaturi didalami Pasali 362i joi 363i ayati (1)i angkai 4i 
KUHPi yaitui tujuhi tahun. 
f. Peraturani Mahkamahi Agungi Nomori 2i Tahuni 2012i tidaki hanyai 
bersinggungani dengani Kitabi Undang-Undangi Hukumi Pidanai saja,i 
melainkani bersinggungani jugai dengani Pasali 205i Kitabi Undang-
Undangi Hukumi Acarai Pidana,i dalami kasusi tersebuti hakimi 
menjatuhkani pidanai bersyarati yaitui Pidanai Penjarai selamai 4i 
(empat)i bulani dengani masai percobaani 6i (enam)i bulani dimanai 
hakimi tersebuti mempunyaii pertimbangani didasarkani padai barangi 
buktii yangi bernilaii kurangi darii duai jutai limai ratusi ribui rupiah,i 
padahali unsuri yangi palingi mendasari adalahi syarati dilakukannyai 
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pemeriksaani tindaki pidanai ringani dii Pasali 205i Kitabi Undang-
Undangi Hukumi Acarai Pidanai i ialahi perkarai yangi diancami dengani 
pidanai penjarai ataui kurungani palingi lamai tigai bulan,i dani ataui 
dendai sebanyak-banyaknyai tujuhi ribui limai ratusi rupiah,i unsuri yangi 
palingi pentingi yaitui ancamani hukumannyai tidaki lebihi darii tigai 
bulani dani darii pasali tersebuti tidaki terdapati unsuri nilaii barangi ataui 
uangi yangi dijadikani tindaki pidana,i melainkani yaitui dendai yangi 
tidaki melebihii tujuhi ribui limai ratusi rupiahi jikai dikalikani seribui 
menjadii tujuhi jutai limai ratusi ribui rupiah,i sehinggai tidaklahi tepati 
jikai terpidanai disidangkani dengani acarai pemeriksaani tindaki pidanai 
ringani padahali perkarai inii termasuki tindaki pidanai pencuriani 
dengani pemberatani dengani dilakukani olehi tigai orangi sipili dani 1i 
orangi prajuriti militeri (Pasali 362i joi 363i ayati (1)i angkai 4i KUHP). 
SIMPULANi  
Berdasarkani hasili penelitiani dani pembahasani yangi telahi diuraikani dii atas,i makai 
penulisi dapati menariki kesimpulani sebagaii berikut; 
Tindaki pidanai yangi dilakukani olehi seorangi militeri dani beberapai orangi sipili 
dalami perkarai No.85-K/PM.II-09/AD/VII/2018i dii Pengadilani Militeri II-09i inii bukani 
termasuki kei dalami perkarai koneksitasi karenai sejaki tahuni 2000i koneksitasi sudahi 
tidaki dipakaii lagii dii Indonesia.i Dikarenakani prosesnyai tidaki efesien,i waktui lamai 
dani membutuhkani biayai yangi tidaki sedikit.i Perkarai tindaki pidanai yangi dilakukani 
bersama-samai olehi militeri dani sipili sekarangi langsungi diadilii dii pengadilani masing-
masing. Setelahi diperiksa,i diadilii dani diputusi ternyatai terdakwai Sertui Wahyudini dani 
temani sipili lainnyai mengambili lempengani yangi sudahi lamai tidaki bertuan.i 
Lempengani yangi diambili lakui terjuali ditaksiri mencapaii kurangi lebihi 
Rp.1.250.000,00i (satui jutai limai ratusi rupiah).i Peraturani Mahkamahi Agungi Nomori 2i 
Tahuni 2012i tidaki hanyai bersinggungani dengani KUHPi saja,i melainkani 
bersinggungani jugai dengani Pasali 205i KUHP,i dalami kasusi tersebuti hakimi 
menjatuhkani pidanai bersyarati yaitui Pidanai Penjarai selamai 4i (empat)i bulani dengani 
masai percobaani 6i (enam)i bulani dimanai hakimi tersebuti mempunyaii pertimbangani 
didasarkani padai barangi buktii yangi bernilaii kurangi darii duai jutai limai ratusi ribui 
rupiah,i padahali unsuri yangi palingi mendasari adalahi syarati dilakukannyai pemeriksaani 
tindaki pidanai ringani dii Pasali 205i Kitabi Undang-Undangi Hukumi Acarai Pidanai ialahi 
perkarai yangi diancami dengani pidanai penjarai ataui kurungani palingi lamai tigai bulan,i 
dani ataui dendai sebanyak-banyaknyai tujuhi ribui limai ratusi rupiah,i unsuri yangi palingi 
pentingi yaitui ancamani hukumannyai tidaki lebihi darii tigai bulani dani darii pasali 
tersebuti tidaki terdapati unsuri nilaii barangi ataui uangi yangi dijadikani tindaki pidana,i 
melainkani yaitui dendai yangi tidaki melebihii tujuhi ribui limai ratusi rupiahi jikai 
dikalikani seribui menjadii tujuhi jutai limai ratusi ribui rupiah,i sehinggai tidaklahi tepati 
jikai terpidanai disidangkani dengani acarai pemeriksaani tindaki pidanai ringani tetapii 
tetapi dimasukani kedalami tindaki pidanai murni. 
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